

BAB I

PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan 
Adanya kebijakan umum perubahan APBD, perubahan asumsi dan perkembangan keadaan, mempengaruhi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. 
Perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan  realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah,  berbagai perubahan tersebut meliputi:

1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2019, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2020.
2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2020 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2020, khususnya dari pos pendapatan asli daerah.
3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan perubahan volume kegiatan atau perubahan target kinerja yang pada tahun anggaran 2020.
4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2020, maka dari itu penganggarannnya harus  dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun 2020.
5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran.  

6. Tingkat urgensi masalah dengan mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi/angka kejadian, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya yang tersedia).
Akibat  perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan perubahan  (penataan ulang) prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang  diusulkan Perangkat Daerah untuk ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2020.  Dengan demikian PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 yang berupa Nota Kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 900/276 Tahun 2019 dan 176.2/23 Tahun 2019  tanggal 22 November 2019 perlu diubah. Perubahan perlu dilakukan guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21    Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020. 
I.2. Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan 
PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 merupakan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) meningkatkan aset pemerintah /investasi; (c) memperbaiki efisiensi ekonomi dan menstimulasi ekonomi; (d) menjaga stabilitas  keuangan daerah.
Manfaat penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 adalah menyediakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), terkait prioritas pembangunan daerah serta besaran plafon bagi Perangkat Daerah.  Dengan disusunnya PPAS Perubahan diharapkan ada fokus yang jelas mengenai arah prioritas kebijakan pembangunan serta kejelasan besaran alokasi program kegiatan bagi Perangkat Daerah.  
I.3. Dasar  Penyusunan PPAS Perubahan 
Penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini berdasar pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.  Secara substantif dasar penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistm Keuangan Untuk penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan /atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Corona virus Disease 2019 dan/ atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang- Undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun           Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 202 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten  Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar        Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Perubahan Alokasi,dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 ( Covid19) ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 30 ).
I.4. Sistematika Penyusunan PPAS Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 disusun mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut:
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